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WALIKOTA BUKITTINGGI 
 

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI 
NOMOR : 41 TAHUN  2013 

TENTANG 

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BUKITTINGGI 

TAHUN 2014 - 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 WALIKOTA BUKITTINGGI, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (5) 
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota 
Bukittinggi Tahun 2014 – 2025. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 20); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3851); 

  3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4297);  

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4297); 

  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
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  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
yang telah beberapakali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844) ; 

  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33); 

  12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

  13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4846); 

  14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Micro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 

  15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

  16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

  17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang 
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5355); 
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  19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat 
Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3866); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

  21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165); 

  23. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang 
Peloporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4814); 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian 
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4861); 

  27. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 

Modal; 

  28. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang 

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang 
Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang 

Penanaman Modal; 

  29. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Rencan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) Tahun 2010-2014; 

  30. 

 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang 
Rencana Umum Penanaman Modal; 



4 

 

  31. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 

2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu;  

  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, yang telah beberapakali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

  33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

  34. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem 

Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara 
Elektronik; 

  35. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 

Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal 
Kabupaten / Kota;  

  36. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025, 

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 
Nomor 08); 

  37. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 
2008 Nomor 03); 

  38. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi 

(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 
Nomor 04); 

  39. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 

2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Bukittinggi Tahun 2010-2030(Lembaran Daerah Kota 

Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6); 

  40. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah 

Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 2); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM 
PENANAMAN MODAL KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014-

2025 
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BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  I 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengaan : 

1. Daerah Adalah Kota Bukittinggi; 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 

3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi; 

4. Perangkat Daerah Kota Bidang penanaman Modal, yang selanjutnya 

disingkat PDKPM adalah unsur pembantu Walikota dalam rangka 
pelaksanaan Pemerintah Kota, yang menyelenggarakan fungsi utama 
koordinasi di bidang penanaman modal di Pemerintah Kota; 

5. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik 
oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing 

untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia; 

6. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bukittinggi yang selanjutnya 
disingkat dengan RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman 
Modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai 

dengan Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan 
potensi Kota; 

7. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Eloktronik 
yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem elektronik pelayanan 

perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi 
Penanaman Modal dengan Kementrian /lembaga pemerintah 

nondepartemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, 
Perangkat Daerah Propinsi bidang Penanaman Modal dan PDKPM; 

8. Kemitraan adalah kerjasama antara perusahaan penanaman modal 
dalam negeri dan atau penanaman modal asing dengan usaha kecil, 
menengah, dan koperasi dalam kegiatan usaha yang saling 

menguntungkan.  

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

RUPMK disusun dengan maksud dan tujuan untuk : 

1. Sebagai dasar kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan 

percepatan penanaman modal di Kota Bukittinggi; 

2. Sebagai pedoman bagi SKPD yang bertanggungjawab dibidang 

penanaman modal untuk mengimplementasi Penanaman Modal di Kota 
Bukittinggi; 

3. Sebagai bahan pengawasan oleh masyarakat dalam mewujudkan 
pelayanan publik di Kota Bukittinggi. 
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Pasal 3 

(1) RUPMK  merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka 

panjang berlaku sampai dengan tahun 2025 disusun dengan 
berdasarkan : 

a. Rencana Umum Penanaman Modal yang Merupakan dokumen 
perencanaan Penanaman Modal yang ditetapkan oleh Pemerintah 

berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal; 

b. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tetang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RFJPD) Kota 
Bukittinggi Tahun 2006-2025;  

c. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030; 

d. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Penanaman Modal. 

(2) RUPMK sebagaiman dimaksut pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota 
ini. 

BAB III 

SISTEMATIKA  

Pasal 4 

RUPMK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi : 

BAB I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Gambaran Kota Bukittinggi 

BAB II : ASAS DAN TUJUAN  

A. Asas 

B. Tujuan  

BAB III :  VISI DAN MISI 

A. Visi 

B. Misi 

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL 

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal; 

2. Mendorong persebaran penanaman modal; 

3. Fokus pengembangan infrastruktur; 

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan; 

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK); 

6. Pemberian kemudahan penanaman modal; 

7. Peningkatan kerja sama penanaman modal; 



7 

 

8. Promosi penanaman modal; 

9. Pelayanan penanaman modal; 

10. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 

BAB V :  PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM 
PENANAMAN MODAL. 

Fase I  :  Pengembangan Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat 
menghasilkan (Quick wins and low hanging fruits) dengan jangka 

waktu 1-2 tahun kedepan 

Fase II  : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan jangka waktu 

sampai 5 tahun kedepan  

Fase III : Pengembangan UMKMK, jangka sampai 10-15 tahun kedepan  

BAB VI : PELAKSANAAN 

 

BAB IV 

EVALUASI 

Pasal 5 

Evaluasi RUPMK dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) 
tahun. 

Pasal 6 

Biaya yang ditimbulkan dari implementasi RUPMK ini dibebankan kepada 
APBD Kota Bukittinggi. 

Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.  

Ditetapkan di : Bukittinggi 

pada tanggal : 24 Desember 2013            

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

 
ttd, 

 

ISMET AMZIS 
 

Diundangkan di : Bukittinggi 
pada tanggal : 24 Desember 2013              

  SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI, 

 
     ttd, 

 
                       YUEN KARNOVA 
 

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 41 

 


